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ABSTRAKSI 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas 
pendapatan negara dengan membandingkan pendapatan negara sebelum 
adanya program Tax Amnesty dan sesudah adanya program Tax Amnesty. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Deskriptif, untuk 
menggambarkan hasil data yang diperoleh secara lebih lengkap dan 
penelitian ini dilakukan pada kementerian Keuangan Republik Indonesia 
dengan menggunakan data Sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP). Metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan 
Analisis Rasio Efektivitas untuk menunjukan tingkat efektivitas terhadap 
pendapatan negara. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pada 
penerimaan pajak di tahun (2014) dengan presentasi 95% dikatakan efektif, 
pada tahun (2015) dengan presentasi 83% dikatakan cukup efektif, (2016) 
dengan presentasi 83% dengan kategori cukup efektif,  di tahun (2017) 
dengan presentasi 91% dikatakan Efektif, sedangkan untuk pendapatan 
negara diperoleh hasil bahwa tahun (2014) sebesar 95% kategori efektif, 
pada tahun (2015) sebesar 86% kategori cukup efektif, pada tahun (2016) 
sebesar 87% kategori cukup efektif, dan pada tahun (2017) sampai pada 
bulan Desember sebesar 96% kategori efektif. Dapat disimpulkan bahwa 
penerapan program Tax Amnesty efektif dan dapat dijadikan program yang 
dapat diterapkan kembali untuk meningkatkan pendapatan negara. 
Keyword : Analisis Rasio, Efektivitas, Tax Amnesty, Pendapatan Negara  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to determine the level of effectiveness of state 
revenues by comparing state revenues prior to the Amnesty Tax Program and 
after the Amnesty Tax program. The type of research conducted is descriptive 
research, to describe the results of data obtained in more complete and This 
research was conducted at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia 
using Secondary data from Central Government Financial Report (LKPP). 
Quantitative data analysis method by using Ratio Effectiveness Analysis to show 
effectiveness level to state income. Based on the results of the analysis, it is known 
that in 2014, with the percentage of 95% said to be effective, in 2015, the 
percentage of 83% is said to be effective (2016) with 83% percentage with 
effective category, in year (2017) with the percentage of 91% is said to be 
Effective, while for country density it is obtained that year (2014) is 95% effective 
category, in year (2015) equal to 86% effective enough category, year (2016) 
87% effective enough category, (2017) to December of 96% effective category. It 
can be concluded that the implementation of the Tax Amnesty program is effective 
and can be a reusable program to increase state revenues. 
Keyword: Effectiveness, Amnesty Tax, State Revenue 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang  
Pada saat ini sumber penerimaan terbesar negara didominasi oleh 
sektor pajak yang telah ada dalam laporan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN). Karena sebagian besar penerimaan negara 
berasal dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib 
pajak badan. Maka dari itu untuk mencapai target penerimaan negara 
secara maksimal dibutuhkan upaya-upaya pemerintah salah satunya 
dengan menerapkan program Tax Amnesty, Sehingga pemerintah 
mengupayakan agar aset yang masih berada di luar negeri dapat 
dipindahkan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar dapat 
dijadikan pendapatan negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
di Indonesia. 
 
Program Tax Amnesty adalah kebijakan pemerintah dalam 
perpajakan yang memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak 
yang tidak patuh agar menjadi wajib pajak yang patuh (Devano dan 
Rahayu, 2006: 137). Tidak hanya itu dalam pandangan luas kebijakan ini 
memiliki tujuan jangka panjang yaitu dapat memperbaiki kepatuhan wajib 
pajak, sehingga dapat memberikan dampak baik bagi penerimaan pajak di 
masa mendatang (Dahlan, 2016). Program Tax Amnesty, yaitu negara India 
pada tahun (1997) dimana dari penerapan kebijakan tersebut berhasil 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang semula hanya 4% meningkat 
menjadi 7% setelah penerapan Tax Amnesty dilaksanakan. 
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Di Indonesia program Tax Amnesty sudah pernah diterapkan pada 
tahun (1964) tetapi pendapatan yang diterima tidak memenuhi target yang 
diharapkan pemerintah, total dana yang didapatkan tidak cukup dan 
program pengampunan pajak yang diberlakukan tanpa melalui rancangan 
yang benar- benar matang (Indonesia tax review digest,hal 09,21). Dan 
yang ke dua dilakukan pengampunan pajak kembali pada tahun (1984) 
tetapi gagal karena tidak adanya ide agar dapat membuat wajib pajak 
membayar pajak (Kumalasari, 2017). 
 
2. Tinjauan Teori  
2.1 Tinjauan Teori 
A. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
Menurut UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 Pengertian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat dengan dasar 
hukum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
Landasan hukum UU No. 17 tahun 2003 tersebut adalah sebagai berikut: 
1) UUD 1945 Pasal 23 (sesudah di amandemen), 2) UU No. 17 Tahun 
2003 tentang keuangan Negara, 3) UU No 33 Tahun 2004 tentang 
perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. 
B. Pengertian Pajak 
Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat 
dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayar nya menurut 
peraturan- peraturan umum Undang- undang dengan tidak mendapat 
prestasi kembali dan langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah 
untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubungan tugas 
negara yang diselenggarakan pemerintah (Waluyo : 2017). 
 Menurut Mardiasmo (2011 : 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada 
kas Negara berdasarkan Undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
secara garis besar adalah pemungutan kekayaan yang diambil dari rakyat 
untuk dimasukkan dalam kas negara yang tujuannya untuk membiayai 
pengeluaran rutin dan keuntungannya digunakan untuk keamanan negara 
serta investasi di sarana dan prasarana guna mensejahterakan rakyat. 
C. Pengertian Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 
Pengampunan pajak Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang 
seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan 
sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta serta 
membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang UU 
No 11 pasal 1 Tahun  2016. 
Pengertian pengampunan pajak yaitu kebijakan pemerintah di bidang 
perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak terhadap wajib pajak dengan 
memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang oleh Wajib 
Pajak dalam tahun pajak (Waluyo 2017: 207).  
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Tujuan diberlakukannya Tax Amnesty yaitu, mempercepat 
pertumbuhan ekonomi melalui pengalihan harta, yang akan berdampak 
terhadap peningkatan pendapatan dalam negeri, penurunan suku bunga, 
perbaikkan nilai tukar dan peningkatan investasi; Sebagai motivasi 
pelaksanaan reformasi pajak menuju perpajakan yang lebih adil atau tidak 
membeda- bedakan serta memperluas data perpajakan yang lebih tegas, 
terintegrasi, komprehensif; Memberikan penerimaan yang lebih terhadap 
sektor pajak untuk membiayai pembangunan. 
D. Pengertian Efektivitas 
Menurut Rahardjo (2011:170) menyatakan Efektivitas adalah 
kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai 
dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan 
dapat tercapai dengan hasil memuaskan. Efektivitas disini digunakan untuk 
mengukur hubungan antara realisasi hasil pungut pajak dengan 
perencanaan pajak yang telah dianggarkan sebelumnya.  
 
Menurut Yulia (2010 : 45) berikut rumus yang digunakan dalam 
menghitung tingkat Efektivitas pajak negara : 
          %100
arg
Re
x
anetPenerimaT
erimaanalisasiPen
sEfektivita   
Kategori efektivitas yang digunakan dalam pencapaian presentasi nilai 
yang dianggap sangat efektif adalah di atas 100%, 90 %- 100% dikatakan 
efektif , 80%- 90% dikatakan cukup efektif, 60%-80% dikatakan kurang 
efektif, sedangkan pencapaian di bawah 60% dikatakan kategori tidak 
efektif. Maka dari dasar tersebut peneliti memutuskan untuk membuat 
perumpamaan bahasa yang digunakan untuk mengukur rasio realisasi 
dengan target pajak negara. 
 
2.2 Kerangka Konseptual 
 
Berdasarkan dari pemaparan yang telah dijelaskan dalam tinjauan teori 
diatas, maka dapat diambil kerangka pemikiran teoritik dalam penelitian ini 
yang kurang lebih digambarkan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.6 
Kerangka Konseptual 
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Berdasarkan kerangka konseptual di atas dapat menggambarkan 
bagaimana penerapan sebelum adanya program Tax Amnesty dan sesudah 
adanya program Tax Amnesty terhadap Efektivitas pendapatan negara. 
Penelitian ini dilakukan terhadap Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia dari tahun 2014 – 2017. Dengan menggunakan Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dalam sektor Penerimaan Perpajakan 
dan laporan realisasi APBN. 
 
3. Metode Penelitian 
3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian 
 
3.1.1 Jenis Penelitian 
    Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, Sugiyono (2012 : 
29) deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan 
atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau 
sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan 
analisis kesimpulan yang berlaku umum. Dengan menggunakan 
laporan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dalam 
penerimaan negara di sektor perpajakan dan realisasi APBN dalam 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). 
 
3.1.2 Lokasi Penelitian 
 
 Lokasi dalam penelitian ini adalah pada situs resmi Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia tentang Realisasi Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) yang datanya telah dipublikasikan dalam 
web 
www.anggaran.depkeu.go.id,http://www.dataapbn.kemenkeu.go.id . 
 
3.1.3 Waktu Penelitian 
    
  Waktu pada penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2017 
sampai bulan Juni 2018. Dibutuhkan waktu dalam mengolah data yang 
telah di dapat dan membaginya dalam beberapa kategori, serta 
penyusunan laporan penelitian.  
 
3.2 Definisi dan Operasional Variabel 
 
3.2.1 Pengampunan Pajak 
Tax Amnesty merupakan kebijakan dalam menghapuskan 
pajak yang terutang, dan tidak dikenai sanksi pidana maupun 
sanksi administrasi perpajakan, dengan sukarela mengungkapkan 
seluruh hartanya serta mau membayar uang tebusan (UU nomor 11 
Tahun 2016). Dengan menggunakan rumus analisis rasio dengan 
melakukan modifikasi terkait dengan penggunaan rumus yang 
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sesuai yang dengan penelitian ini maka penulisan rumusnya 
menjadi : 
 
                          
                                 
                   
     
 
3.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) undang- undang no 17 
Tahun 2003. Untuk mengukur penerimaan APBN digunakan 
analisis rasio Efektivitas dengan membandingkan pendapatan 
negara pada tahun sebelum penerapan program dan sesudah 
penerapan program Tax Amnesty terhadap Laporan Realisasi 
APBN yang ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP), dengan rumus sebagai berikut : 
            
              
           
     
Dengan menggunakan analisis rasio ini dapat diketahui 
tingkat efektivitas  sebelum tahun penerapan program dan sesudah 
tahun penerapan program terhadap penerimaan negara dengan 
klasifikasi Sangat Efektif , Efektif,  Cukup Efektif, Kurang Efektif, 
dan Tidak Efektif.  
 
4. Hasil penelitian dan Pembahasan 
4.1 Hasil Penelitian 
 
4.1.1 Analisis Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak 
    Hasil analisis rasio efektivitas yang telah dilakukan untuk 
mengetahui tingkat efektivitas pendapatan negara dalam sektor 
perpajakan dapat disajikan pada tabel 4.4 berikut : 
 
Tabel 4.4  Hasil Analisis Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak 
 
 
No 
Tahun 
 
Target 
penerimaan 
pajak (Triliun) 
Realisasi 
Penerimaan Pajak 
(Triliun) 
Efektivitas 
Pajak (%) 
 
Kategori 
 
Kriteria 
 
1 2014 
Rp. 
1.246.106,96 Rp. 1.146.865,77 92 % 
90-
100% 
 
 Efektif 
 
2 
2015 
Rp. 
1.489.255,49 Rp. 1.240.418,96       83 % 
 
80-90% 
   
Cukup    
Efektif 
 
3 2016 
Rp. 
1.503.294,75 Rp. 1.249.499,48 83 % 
 
80-90% 
Cukup  
Efektif 
 
4 2017 
Rp. 
1.472.709,81 Rp. 1.343.529,84 91 % 
90-
100% 
 
Efektif 
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1. Tahun 2014 – Tahun 2015 penerimaan Perpajakan Sebelum Penerapan  
Program Tax Amnesty . 
 
Sebelum adanya penerapan program Tax Amnesty pada tahun 
(2014) mempunyai presentasi efektivitas sebesar  92%  hal ini 
menunjukkan bahwa pada tahun (2014) penerimaan pajak dianggap 
efektif walaupun tanpa penerapan program Tax Amnesty pendapatan 
negara dalam sektor pajak dapat menembus angka Rp.1.146.865,77 
triliun dari target sebesar Rp.1.246.106,96 triliun yang dianggarkan. 
Sedangkan pada tahun (2015) penerimaan pajak mempunyai presentasi 
efektivitas sebesar 83% sehingga masuk dalam kategori cukup efektif 
dikarenakan adanya peningkatan target pajak sebesar Rp.243.148,53 
triliun dari APBN TA (2014) tetapi jika melihat dari pendapatan 
perpajakan pada tahun (2015) mengalami kenaikan sebesar 
Rp.93.553,19 triliun. 
 
2. Tahun 2016 – tahun 2017 Penerimaan Perpajakan Selama Penerapan 
Program Tax Amnesty. 
 
Ketika diterapkannya program program Tax Amnesty pada tahun 
(2016) penerimaan pajak dalam presentasi efektivitas mencapai 83% 
dimana hasil ini dianggap cukup efektif  melihat penerapan ini baru 
dimulai pada bulan Juli 2016 dan di awal periode penerapannya 
pendapatan di sektor pajak sebesar Rp.1.240.418,96 triliun tapi 
penerimaan pajak yang diperoleh masih belum memenuhi target yang 
diharapkan sebesar Rp. 1.489.225,49 triliun kategori Cukup Efektif 
.Sedangkan pada tahun (2017) yang diharapkan penerimaan pajak lebih 
baik dan mampu memenuhi kriteria tujuan penerapan program Tax 
Amnesty pada periode terakhir ini memperoleh hasil presentasi sebesar 
91% yang masuk dalam kategori Efektif  dapat dikatakan bahwa 
penerapan program Tax Amnesty ini efektif karena memberikan dampak 
yang baik dalam meningkatkan penerimaan pajak dan juga 
meningkatkan jumlah wajib pajak yang sebelumnya, belum melakukan 
kewajibannya untuk membayar serta mengungkapkan hartanya secara 
keseluruhan sehingga menjadi wajib pajak yang sadar akan 
kewajibannya. 
 
4.1.2 Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
Hasil analisis dari Rasio Efektivitas yang telah dilakukan untuk 
mengukur berapa presentasi efektivitas pendapatan negara selama masa 
anggaran penerapan sebelum program Tax Amnesty dan sesudah 
penerapan program Tax Amnesty dapat disajikan dalam tabel 4.5 sebagai 
berikut :  
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Tabel 4.5 Hasil Analisis Rasio Efektivitas APBN 
Dalam Triliun Rupiah 
Dari hasil olah data pada tabel 4.5 dalam pernyataan di atas dapat dijabarkan 
bahwa presentasi Efektivitas sebelum penerapan program Tax Amnesty terhadap 
pendapatan negara sebagai berikut : 
1. Tahun 2014- tahun 2015 Pendapatan negara sebelum penerapan program Tax 
Amnesty. 
        
      Tahun (2014) dengan tingkat efektivitas sebesar 95% masuk dalam 
kategori Efektif dimana hal tersebut terlihat pada saat realisasi dengan target 
pencapaian hanya ada selisih sedikit dari perkiraan target pencapaian 
pendapatan negara (2014). Lain pada tahun anggaran (2015) terjadi 
penurunan pendapatan yang cukup banyak sehingga dalam presentasi sebesar 
86% dari yang ditargetkan sebesar Rp.1.761.642,82 triliun pada tahun 
anggaran (2015) hanya mampu mencapai Rp.1.508.020,29 triliun hal ini 
disebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berkembang pada tahun 
anggaran tersebut sehingga pemasukan negara menjadi terkendala.  
 
2. Tahun 2016- tahun 2017 saat penerapan program Tax Amnesty. 
        
       Saat dilaksanakan penerapan program Tax Amnesty pada tahun (2016) 
pendapatan negara meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 
Rp.1.555.934,15 triliun dengan presentasi efektivitas 87% hasil ini masuk 
dalam kategori cukup efektif jika kita bandingkan dengan pendapatan negara 
TA (2015) yang hanya mencapai Rp.1.508.020,29 triliun saja sehingga dapat 
dikatakan dengan adanya penerapan program Tax Amnesty dapat membawa 
angin sejuk dalam pemasukan kas negara pada penerapan program Tax 
Amnesty gelombang satu dan dua, tetapi belum bisa dikatakan program yang 
diterapkan ini efektif karena melihat tingkat presentasi pendapatan negara 
hanya mencapai 87% dari kategori efektivitas sebesar 90- 100% baru dapat 
dikatakan efektif. Lain lagi pada tahun (2017) pendapatan negara pada saat 
penerapan program Tax Amnesty gelombang ketiga ini dengan realisasi 
pendapatan sebesar Rp. 1.666.375,91 triliun dengan presentasi sebesar 96% 
masuk dalam kategori Efektif, pada tahun 2017 ini pendapatan negara lebih 
meningkat karena melihat penerimaan Tax Amnesty pada gelombang ketiga di 
akhir periode penerapan yang lebih dikawal lagi oleh pihak aparat pajak dan 
No Tahun 
Realisasi pendapatan 
negara (triliun) 
Target pendapatan 
negara (triliun) 
presentasi 
efektivitas (%) 
 
Kategori 
 
Kriteria 
1 2014 Rp.  1.550.490,81 Rp. 1.635.378,49 95% 90-100% Efektif 
2 2015 Rp. 1.508.020,29 Rp. 1.761.642,82 86% 
80-90% Cukup 
Efektif 
3 2016 Rp. 1.555.934,15 Rp. 1.786.225,03 87% 
80-90% Cukup 
Efektif 
4 2017 Rp. 1.666.375,91 Rp. 1.736.060,15 96% 90-100%  Efektif 
Sumber : Data Olahan 
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juga wajib pajak sudah banyak berpartisipasi dalam melaporkan hartanya 
yang berada di luar negeri, jika dilihat dalam pendapatan negara di dua tahun 
penerapan program memberikan dampak yang bagus bagi penerimaan 
pendapatan negara sehingga kebijakan ini masuk dalam kategori Efektif 
sehingga dikatakan program ini berhasil selama masa penerapannya.  
 
5. Simpulan dan Saran 
 
5.1 Simpulan 
 
Dalam penelitian ini peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui 
Efektivitas Pendapatan Negara Sebelum dan Sesudah Penerapan Program 
Tax Amnesty. berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
efektivitas Pendapatan negara Sebelum dan Sesudah Penerapan Program 
Tax Amnesty adalah sebagai berikut  
1. Bahwa penerapan program Tax Amnesty pada penerimaan pajak negara 
saat sebelum penerapan dan sesudah penerapan yaitu tahun (2014) 
dengan presentasi 92% kategori efektif, (2015) dengan presentasi 83% 
dengan kategori cukup efektif, dan saat penerapan program Tax 
Amnesty pada tahun (2016) dengan presentasi 83% dengan kategori 
cukup efektif,  di tahun (2017) sampai pada bulan Desember dengan 
presentasi 91% masuk dalam kategori Efektif.  
2. Dari hasil penelitian rasio efektivitas terkait dengan pendapatan negara 
sebelum dan sesudah penerapan program dapat diambil kesimpulan  
bahwa dengan tingkat presentasi tahun (2014) sebesar 95% kategori 
efektif, pada tahun (2015) sebesar 86% kategori cukup efektif, tahun 
(2016) presentasi efektivitas 87% hasil ini masuk dalam kategori cukup 
efektif, (2017) dengan presentasi sebesar 96% masuk dalam kategori 
Efektif, 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini masih banyak terdapat keterbatasan yang dialami oleh 
peneliti, namun dalam hal ini peneliti mengharapkan keterbatasan ini tidak 
menjadi kendala dan tidak mengurangi manfaat yang ingin dicapai. 
Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain : 
1. Penerapan kebijakan program Tax Amnesty berhasil karena 
memperoleh presentasi efektif sampai pada akhir masa penerapan, 
tetapi peneliti hanya menganalisis di Efektivitas penerapannya saja. 
2. Penelitian yang dilakukan peneliti hanya fokus pada kebijakan 
program Tax Amnesty saja. 
5.3 Saran 
Dari hasil penelitian tentang pengolahan data yang telah dilakukan maka 
diajukan saran sebagai berikut : 
1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian untuk 
mencari dampak yang terjadi setelah diberlakukannya program Tax 
Amnesty bagi perkembangan ekonomi Indonesia, dan bagi pelaku 
bisnis. 
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2. Diharapkan peneliti selanjutnya agar mengubah fokus penelitian 
dengan meneliti kebijakan pengenaan denda hukuman pajak 
penghasilan dengan tarif sebesar 200% dari banyaknya nilai kekayaan 
yang tidak diungkapkan pada pelaporan sebelumnya. 
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cara mengungkap Harta serta membayar Uang Tebusan. 
 
Undang- undang RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2011. 
 
Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 1 Pengertian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja 
Negara (APBN) adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah yang 
disetujui oleh dewan perwakilan rakyat dasar hukum penyusunan anggaran 
belanja (APBN). 
 
1) Alumni FEB UNISMA;  
2) Dosen Tetap FEB UNISMA; 
3) Dosen Tetap FEB UNISMA  
 
